WALIKGTAMABYA KEPALA DAERAH TINGKAL :
SURABAYA

KEPUTUS AN
WALIKOTAMADYA 'KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMCR 23 TAHUN 1997

TENTANDG
_ TATA CARA PENYELESATIAN IZ7IN
 DAN KETENTUAN PELAKSANAAN PEMASANGAN REKLAME
DIDALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
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WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT IT SURABAYA

enimbang bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada

' masyarakat dalam bidang pemasangan reklame sesuai
dengan Peraturan Daerah Kotamadva Daerah Tingkat
II Surabaya Nomor 21 Tahun 1995 tentang Pajak
Reklame, dipandang perlu menetapkan Tata Cara
Penyelesaian Izin dan  Ketentuan Pelaksanaan
Pemasangan Reklame didalam Wilayabh Kotamadya
Daerah Tingkat 11 Surabaya dengan menuangkannya
dalam suaiu Keputusan.

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 ;

Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1857 tentang
Peraturan Umum Paiak Daerah ; '

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1874  tentang
Pokok~pokok Pemerintahan 41 Daerah ;

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang
Ketentuan Fokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

Paraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
1995 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Reklame;

’

T

R ‘ .

Peraturan Daerah ¥otamadya Daerah Tingkat I1I
Surabaya  Nomor 23 Tahun 1973 -tentang Mastier
Plan Surabaya 2000 ;

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 1II
Surabaya Nomor 14 Tahun 1988 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. ;

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
‘Surabaya Nomor 7  Tahun 1892 tentang Iziny
Mendirikan Rangunan di Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat 1I Surabaya ; ‘
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Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat IT
Surabaya Nomor 13 Tahun 1934 tantang Retribusi
Pelayanan di Bidang Rangunan

10. Peraturan Daarah Ko otamadya Daerah Tingkat 11
Surabayva Nomor 21 Tahun 1995 tentang Pajak
Reklame.

MEMUTUSIKAN
Keputusan walikotamadya Kepala Daerah Tingkat 1I1I
Surabaya tentang Tata Cara Penvelesaian Izin dan

Ketentuan Pp}aksanaan Pemasangan Reklame didaiam
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

BAB I
KETENTUAN UIMUM

Pasa

sl
b

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan -

a. Pemerintah Dasrah adalah Pemerintah Kotamadya
Daeran Tingkat I1I Surabava :

o

Walikotamadya Kepala Daerah adalah Wwa Tikota-
Kepsla Daerah Tingkat I1T Surabava ;

C. Kepz'a Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala
Fendapatan Daerah Kotamadya Daerah
I1 Surahavya
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1iah penda, alat atau perbuatan yang
"tuk, susunan dan atau corak ragamnyva
n untuk memnerkpna1kan menganiurkan
wiikan suatu  harang, jasa atau
ataupun untuk menarik perhatian umum
hadap suatu barang, jasa atau seseorang vang
itempatkan at danaT dilihat, dibaca dan atau

au
didengar dari suatu tempat Qleh umum
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f. Reklame papan (biliboard) adalah rekjame yang
diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu,
termasuk kerts plastik, fitre glass, kaca,
batu, logam, ai penyinar atau hahan Tain vanq
sejenis wvang berbentuk lampu pijar atau alat
Tain yang hersinar yang dipasang pada tempat
yang disediakan {berdiri sendiri}, cara
digantungkan atau ditempeikan ;
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g. Rekliame kKain adaish reklame vang
diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain
termasuk nlastik, karet atau bahan lain vang
seienis itu
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Reklame tempe] (sticker) adalah reklame vyang
Te

berbentuk mbaran lepas, diselienggarakan
dengan cara disebarkan, diberikan atay dapat
giminta untuk ditempelkan, dilekatkan,
dipasang, digantungkar pada suatuy benda milik
pribadi atau pihak lain dangan ketentuan

fuasnya tidak Tehih dari 100 (seratus) centi
meter persegi par lembar;

Rekiame salebarar adalah reklame vang berbentuk
Tembaran Tepas, diselenggarakan dengan cara

?

disebarkan, diberikan atay dapat diminta dengan
ketentuan tidak untuk ditempeikan, dilekatkan,
dipasang, atau digantungkan pada suatuy benda

lain ;

(3 A ]

o

Reklame berjalan adalah reklame yang
diselenggarakan dengan cara membawa rekiame
berkeliling oleh orang berialan kaki

Rek1lame kendaraan adaliah reklame vang
ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan
vang digerakkan olah hewan, manusia atau tenaga
mekanik -

Reklame peragaan adalah rek lame vang
diselenggarakan dengan cara memperagakan suaty
barang dengan atau tanpa disertai suara :

Raklame udara zdalah reklame yang
diselenggarakan di udara dengan menggunakan
gas, pesawat atau alat Tain yang sejenis ;

Rekiame suara adalah rekiame vang
diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata
yang diucapkan atau dengan  suara yvang
ditimbulkan dari atau oleh perantaraan pesawat
atau alat apapun

Reklame slide atau reklame fiim adalah reklame
yang diselenggarakan dengan cara menggunakan
klise berupa kaca atay fiim, ataupun bahan-
bahan Jain yang seienis, sebagai alat untuk
diproyeksikan dan atau diperagskan pada layar
atau benda Tain &stauy dipancarkan dan atau
diperagakan meialui pesawat televisi -

Pajak rekliame adalah pajak yang dipungut atas
penyelenggsraan rekiame ;

Panggung rekiame adalah suaty sarana atatu
tampat pemasangan sgsatu atau hebaranps bhuah
rekiama ;
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Penyelenggara reklame adalah perorangan atau
badan yang menvelenggarakan reklame baik untuk
dan atas hamanya sendiri atau untuk dan atas
nama pihak Tain yang menijiadi tanggungannya :

Jaian umum adalah jalan hesearta kelengkapannya
vang dapsat dinergunakan dengan bebas oleh umum

baik dengan mempergunakan kendaraan maupun
berjalan kaks
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lenggaraan rekiame

galah izin nenyalenggaraan reklame
berlaky 1 {satu) tahun atau sampai
abutan:

b
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Izin tstap a
Gengan mas
Adanva ne
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Izin terbatas adalah izin penyelenggaraan
reklame dengan masa beriaku kurang dari 1
(satu) tahun -

-

Panitia Pertimbangan Perizinan Reklame yang
selanjutnya dapat disingkat P3R adalah Panitia
Pertimbangan Perizinan Reklame Kotamadya Daerah
Tingkat 171 Surabavs.

BAR 1T
PERSYARATAN IZ7IN
Pasal 2
Untuk dapat memperoieh izin, pemohon harus
mengajukan permohonan tertulis kepada Kepaisa

Dinas FPendapatan Dasrah :

Formulir rermohonan izin dimaksud pada ayat
(1) pasal ini disediakan di Dinasg Pendapatan

Formul ah
diigd 2}
pasai

a. surat persetujuan dari pemiiik tanah/persi]
atau foto copy kepemilikan tanah/nersil -

b. foto copy Surat Kontrak Pemasangan
C. Foto copy KTP/tanda pencenal diri pemohon

d. Foto copy tanda anggota Persatuan
Perusahaan Periklanan Indonesia (PR1) hila
nermohonan bemasangan rekiame diurus olah
PT vang bergerak dibidang Periklanan/
Reklame -

7



& 7 .
(4)
L
s -
{(5)
.
(6)
(TAREK~t0at |

e

_5_

e. Foto lokasi bertanggal

. Gambar Tokasi letak tepat berskala 1 - 10006;

g. disain reklama.

Untuk reklame tartenty disamping pe resyaratan

Tarsehut pada ayat (3} pasal ini, diharuskan

iuga :

a. mengajukan permochonan IMB dengan
maenggunakan  formulir vang disediakan di
Dinas Pendapatan Daerah : '

b. formulir pDermohonan IMB vyang telah dijsi
dimaksud pada  huruf a avat ind harus
dilergkaps dengan -

1. gambar dan perhitungan konstruksi
{(rangkap 4) :

Z. surat bernyataan bnrtancaun jawab atas
perhitungan beton/baja (rangkao 2)

3. surat  bhukti kepemilikan tanah/persi)
(rangkap 2)

4. foto cecpy IMB  (bila rekiame akan
dipasang diatas bangunan yang
barsangkutan) -

5. feto  copy KiP, tanda Tunas PBB tahun
terakhir dan NPWPD

Reklame dimakeud pada  avat (4) pasal  din¢

adalah rakiame papan (biltboard) Yang

menggunakan Konstruksd dengan ketentuan
sebagai berikut -

a. luas bidarg reklame R mZ  kestas dengan
Ketinggian tiang kanstruksi diatas 3 m dari
permukaan jalan/tanan -

b. luas bidang rekiame kurang dari 8 m? dengan
tinggi tiang konstruksH 5 m keatas dari
permukaan jalan/tanak :

G. vYang berada diatssg gedung.

Masing-masing berkas ter sebut pada ayat (3)

dan {4) pasal ini harus dig asukkan dalam manp

tersendiri/tarpisah.
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BAB I
PENYELESAIAN IZIN

Pasal 3
Berkas permohonan IME reklame dimaksud dalam
pasal 2 ayat (5) Keputusan ini, oleh Dinas
Pendapatan Daerah dikirimkan kenada Dinas
Pengawasan Bangunan Daesrah untuk diproses
lebih Tanjut ;
Berkas permohonan izin dimaksud dalam Fasal 2
ayat (3) Keputusan ini diproses lehih Tanjut
oleh Dinas Pendapatan Daerah tanpa melalui P3R

Dalam proses tersebut pada ayat (2) pasal inj
Dinas Pendapatan Daerah melakukan kegiatan -

a. menyiapkan Konsen surat penoiakan
permohonan izin (jika permohonan ditolak)

b. menviapkan konsep surat izin {(jika
permohonan dikabulkan) :

c. memberikan nengantar pembayaran pajak
rekiame kepada pemohon

d. setelah pemchon memberikan 1 (satu) lembar
bukti pembayaran pajak, kepadanya diberikan
keterangan dapat mulai memasang reklame

disertai syarat harus memberitahukan kepada

Kepaia Dinas Pendapatan Daerah saat muiai
meamasang

e@. bsrsamaan dengan kegiatan tersebut pada
huruf 4 avat ini konsep surat izin diproses
sampai selesald.

Berkas permohonan {zin dimaksud dalam pasal 2
ayat (5} Keputusan ini, oleh Dinas Pendapatan
Daerah dikirimkan kepada F3R.

Pasal 4

Hasil pertimbangan 23R disampaikan kepada
Dinas Pendapatan Daerah
Dinas Fendapatan Daerah berdasarkan
pertimbangan dari P3R melaksanakan kegiatan :
a. menyiapkan konsep surat penolakan

permohonan izin (jika permohonan ditolak) :
b. menyiapkan Kongep surat izin (jika

permohonan dikahulkan)
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c. memberikan pengantar pembavaran pajak
rekiame kepada pemohon setelah pemohon

membavar retribusi IMB

d. setelah pemohon memberikan 1 (satu) lembar
bukti pembayaran pajak kepada Dinas
Fendapatan Daerah, kepadanya diberikan
keterangan dapat wmulai mamasang reklame

rat narus memberitahukan kepada

disertai sva
inas Perndapatan Daerah saat mulai

Kepala D
mamasang

®

hersamaan dengan kegiatan tarsebut pada
huruf d avat ini konsep surat izin diproses
sampai selesaid.

BAR Iv
PANITIA PERTIMBANGAN
PERIZINAN REKLAME (P 3 R)

Fasal &)
P3R  berkadudukan sebagai staf teknis dan
bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala

IS

{
Daerah melaiui Sekretaris Kotamadya Daerah :
Susunan keanggotaan P33R terdiri dari
a. Ketua Umum, Asisten 11 Sekkodya Daerah:

b. Ketua I merangkap Anggota, Kepajia Dinas
Pertamanan Daerah

c. Ketua Il merangkap Anggots, Kepala Dinas
Pekeriaan Umum Daarah

d. Sekretaris meran
Pendanatan Daer

. Anggota : 1. Kepala Dinas Tata Kota
Dazrah

i)

. Kepala Dinas Pengawasan
Bangunan Daerah

Ragian Perekono-

ik
=®
a;
>
B )
ad
e

4. Kanzla Hagian Organisasi;

5. Kepaia Bagian Tatsz

ian Hukum
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7. Kepala Bagian Keuangan.
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Pasal 3]
Tugas pokok P3R adalah -

a. Memberikan pertimbangan kepada Walikota-
macya Kepala Daerah atas permohonan izin

dari jenis reklame papan {(biliboard)

0. Partimbangan dimaksud pada huruf a avat ini
didasarkar pada -

1. Tara letak :

2. Bentuk uvkuran dan astetika :

3. Kenstruksi ;

4. Gangguan ternadap Talu Jdintas dan

ketertiban umum ;
5. Penerimaan Daerah
6. Fertimbangan lain yang dianggap periu.

Untuikk menyelenggarakan tugas pokok tersebut
pada ayat (1) pasal ini P3R mempunyai fungsi -

a. Koordinasi daiam arii membina kerja sama
dengan semua instansi maupun Badan swasta
vang ada hubungannya dengan masalah reklame:

b. Penatausahaan dalam arti pengurusan tata
usaha yang berhubungan dengan pemberian
pertimbangan atas permohonan +izin.

Pasal 7
Titik berat tugas anggota P3R :
a. Ketua Umum -

- bertanggung jawab atas keseluruhan tugas
panitia ;

- bertanggung jawab dalam bidang
perencanaan
- memimpin dan mengkoordinasikan tugas

panitia ;

c. Kefua 11 -
- beritanggung jawab datam bidang
pelaksanaan ;
~ mamimpin dan mengkoordinasikan tugas

panitia ijika Ketua I berhalangan ;
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d. Sekretaris :

Membantu tugas Ketua I dan atau Ketua 11
dalam bidang administratif ;

e. Anggeota
Memberikan pertimbangan sesuai dengan titik
berat tugas masing-masing :

1. Pertimbangan mengenas tata letak,
Tokasi, bentuk, ukuran, estetika,
keingahan lingkungan dan keindahan kota
giberikan oieh Dinas Peker -jaan Umum
Daeran, Dinas Pertamanan Daerah dan
Dinas Tata Kota Daesrah ;

2. Peritimbangan keindahan

tingkungan kota oleh Dinas Pertamanan

Daerah dan Dinas Tata Kota Daerah

mengenai

3. Pertimbangan mengenai konstruksi
diberikan oieh Dinas Pekerjaan Umum
Dasrah dan Dinas Pengawasan Bangunan
Daerabh

™

. Pertimbangan mengenail gangguan lalu
Tintas dan ketartiban diberikan oleh
Dinas Pekerjaan Umum Daerah dan Bagian
Tatas Pemerintahan

5. Periimbangan manganai persvaratan
administrasi diberikan oieh Ragian
Hukum, BRagian Organisasi dan Bagian
Parekonomian :

8. Pertimbangan mengenal penerimaan Daerah

diberikan oieh Dinas Pendapatan Daerah,
Bagian Perekonomian dan Bagian Keuangan.

hai—-hal tert

entu vang dipandang pariu
1 meminta pert

imbangan dari  instansi

Untuk kelancaran tTugasnya, Ketua P3IR  dapat
menunjuk Pemhantu Falaksana yang diperlukan
vang berazal dari instansi yang duduk sebagai

anggota P3R.

BAR Y
T AT A K ER 4 A
Pasal ®

Me<aniame kKeris P3IR dikoordinasikan oieh Dinas
Pertamanan Daet
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{2) P3R mengadakan sidang untuk membahas
permohonan 1zin tersebut 2 {dua} kali dalam
satu minggu atau menurut kebutuhan:

(2) Untuk meningkatkan pelayanan pemberian dizin

dilakukan pelayanan 1 (satu) atap antar
instansi yang terkait.

Pasal 9
(1) Pada rekiame yang dipasang dan telah

mempercleh izin secara rasmi dibari tanda/kode
berupa stiker yang dikeluarkan oleh FPemerintah

Daerah
{(2) Bentuk, ukuran dan ienis stiker untuk masing-
masing isnis reklame akan ditentukan
tersendiri oleh Kepala Dinas Pendapatan
Daerah.
BAR Vi

PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGANAN
DAN JANGKA WAKTU PENYELESATAN IZIN

Pasal 10

{1} Untuk nenandatanganar I1zin baru/perpaniangan/
peno?akar permohonan Izin, Wal1kotamaQVa
Kepaia Drerah melimpahkan wewenangnya kepada
Kepalsa Pendapatan Daerah

(2} Untuk panandatanganar Izin baru/psrpaniangan/
penolak an permohonan iz4in karena memberikan
uang tisd i, titandatangsni oleh Kepaia
Dinas an  Daerah satelah teriebih
danul t  persetuiuan Waiikotamadya
Kepala Daerah

{3) Dalam ha? jangka  waktu pemasangan reklame
dengan uang partisipasi sudah habhis,
perpanjangan izin dapat diberikan Qnte1ah
memenuhi partisipasi bharu atas parsetujuan
Walikotamadya Kenala Daerah -

(4} Keputusan inj pelimpahan
wWewanang Wa - Qéerah
sepagaimana  oF } odan (2)

pasal dni1.

papan
hari

dycaiat
ketentuan
sedangkan
partisinasi i >
paling lTams 10 (sepulubh)
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(2) Penyelesaian izin untuk ienis reklame kain,
tempel, selebaran, berjalan, kendaraan,
beragaan,; udara, suara, slide atau film paling
fama 6 (enam) hari setelah permohonan izin
diterima dan tercatat di Dinas Pendapatan
Daerah dengan ketentuan bersyaratan permohonan
lengkap, sedangkan untuk perpanjangan jenis
rekiame tersebut paling lama 4 (empat )} hari.

RAR VIT
JANGKA WAKTU BERIAKLUNYA IZIN
Pasal . 12

(1) Izin wuntuk jenis reklame papan (billboard),
tempel dan kandaraan berlaku 1 {satu) tahun

(2) Izin wuntuk jenis reklame kain, selebaran,
berjalan, peragaan, udara, suara dan slide

atau film berlaku paling Tama 30 (tiga puluh)
hari.

BAR VIIt
L ARANGAN

Bagian Kesatu
Reklame Ditempat Tertentu

Pasal 13
Dilarang memasang reklame papan
a. Di jalur hijau jalan dan pulau-pulau jatan ;

b. Di taman kota, taman Tingkungan, hutan kota dan
taman monumen

G. Di Daerah Milik Jalan (DAMIJA)

d. Diatas saluran sungai, tebing sungai/tanggul
sungai

e. Dilapangan oiah raga terbuka

f. Dipersil/lokasi/halaman dan gedung atauy
bangunan Pemerintah/ARBR?

g. Di Jembatan-jembatan
h. Jenis tiang dan atau moncol vang sebagian atau

seluruh papan reklamenya berada diatas daerah
milik jalan (damija).
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Pasal 14

Femasangan reklame tetap jenis tiang dan
atau moncol yang berada pada bangunrnan., minimal
harus mempunyai ketihcc1an 3.5 (tiga koma iima)
meter dari permukaan ialan atau tanah.

Fasal 15

Dilarang menempatkan/mamasang rekiame sebagai
berikut -

a. Jenis rekiame spanduk :

1. Pada tiang-tiang listrik/telepon/penerangan
jalan umum

[ 4

-
7

2. Pada tiang-tiang traffic ligh

3. Pada tiang-tiang Bendera Merah Putih milik
Pemerintah Daerah

4. Melintang jatan :

5. Jalur hijau;
kecuali dipasang pada paggung reklame spanduk.

b. Jenis rekliame selabaran

Pada tembok-tambok, nagar, ruman, pohon
pelindung, tiarg Iistrik, Txanc telapon dan
seienis yang dapat mengotori dan merusak

keindahanr kota

Bagian Kedua
Ketentuan Khusus

[w]

Pasal 1

(1) Permohonan pemasang
miiik/yang dikuasai rlah  Pemerintah Daerah
dapat diizinkan oleh Walikotamadya Kepala
Daerah apabiia pemohon izin pemasangan reklame
memberikan uang partisipasi untuk pembangunan
brasarana atau sarana fasilitas umum kota
maupun dalam kagiatan tertentu vang
dilaksanakan oleh Demerlntah Daerah :

an Reklame di tempat-tempat
3 ol
K

(2) uUntuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1)} Pasal ini, kepada pemohon
diwajibkan mengaijukan nermohonan sesuai

ketentuan dalam pasal 2 Keputusan ini :
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{3) P3R mengadakan penelitian baik administratip
maupun  teknis dilapangan terhadap oermohonan

Izin Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} pasal ini dan membuat Berita
Acara ' v kepada Walikotamadva

Kepaia Dasrah dengan Surat Kepala Dinas
Periamanan Dasran seiaku Ketua P3B guna
mendapatkan persetujiuan

a dimaksud da?am ayat
1 manaena besarnya

diberikan oleh
masangan rekiams;

ketentuan dalam pasal 18 avat

1 ; ini, jangka waktu pemasangan
roklﬂms rehagaimana tersebut dalam ayat (4)
pasail ini diperhitungkan berdasarkan besarnya
uang partisipazi:

{6) Fengaturan Penerimaan dan Penggunaan Uang
Partisipasi ditetapkan sebagaimana dinvatakan
dalam JTampiran Yeputusan ini

Ragian Katiga
Jangka Wakiu Beriakunya Izin
bDengan Ketentuan Khusus

Fasal 17
(1} Jdangka waktu beriakunya izin dengan ketentuan
khu%u% adaiah 1 {gatu)} tahun dan dapat
diperpaniang untuk setiap tahun selama iangka
wakiu pemasangan rekliame ;

(2) Apabila angan reklame sudah
habis E dapat diberikan
gsetelah isipasi baru kepada
Pemerint

8AR IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal i8

(1) Kepada pemegang Tzir tetap dikenakan uang
] n

{22 tersabut akan dipergunakan oieh

Daarah untuk memhongkar/

"Rk amna +;?au yang tarpasang vang

i ba ia&uﬁvd dan Tidak
Gibongkar 4 g izin g
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izin melaksanakan
terhadap reklame
sudah habis mass
dikembalikan kebpads

0Aag
iodit
{ ribu rupiah)} setiap mnte,
Passli 19
Keitua Lmum, Ketua I, Ketua 11,

Anggota P33R diberikan biaya

operasional sebanyak-banyaknya sebesar ....
Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap
bulan

Kepada Pembantu Peiaksana P3R diberikan biaya
ooeraeioﬂa? Qetingci—tinoo*nya sebesar
Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) setiap
bulan

Membebankan biava operasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini pada
Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah
Kotamadyva Daerah Tingkat II Surabava.

Pasal 20
dva #epala Daerah dapat menetapkan
at tertenty sebagai panggung/
i rakiame di Tokasi
i ah Pemerintah

menigaskan P3R

/masukan dPiam
,rfentu sebagaimana

ini
Dengan memberikan partisipasi kepada
Pemarintah Daerah nihak ketiga dapat
membangunan £anggung rekiame sekaligus

memasang rekliame ditempat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) pasal ini -

]

Besarnya nartisipasi dan persetujuan
vembangunan kepada pihak ketiga sebagaimana
dimaksud pada ayat (3} pasal 1ini ditetapkan
cieh Walikotamadyva Kepala Daerah.
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Pasal 21

diteiapkannva Keputusan ini,
verlaku lagi -

b, Tingkat
tentang

keputusan

Surabays

ata Cara

Tame dan

Wilayah Kotamadya Kepa
Surabava
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(2) Mengumumkan int dsalam Lembaran
Daerah Kotamady Tingkat 11 Surabava,

Ditetapkan di - 3 L
Pada ianzgal 2o

A KEPALA DAERAH
11 SURARAYA

LML

SALINAN ... ... e



SALINAN Keputusan ini gdisampai-

kan kepada -

Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I Jatim :
2. 8dr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya :
3. Sdr. Pimpinan DPRD Kotamadya Dati I1 Surabava ;
4. 8dr. Inspektur Wilayah Kotamadya Surabaya :
5. S8dr. Ka Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Dati 11 Surabaya
8. Sdr. Ka Dinas Pekerjaan Umum DGaerah Kodya Dati I1I surabaya ;
7. Sdr. Ka Bag Ferekoromian Satwodya Dati 11 Surabaya ;
8. Sdr. Ka Bag Organisasi Satkodya Dati 711 Surabaya.
Diumumkan dalam tLembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat 11 Surabaya Tahun 1997 Seri D.2. pada tanggal 1 Mej
1997 Nomor 16,
Sailinan sesuai dengan asiinya
A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah
I mgkat 11 Surabaya
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LAMPIRAN KEPUTUSAN WAL TKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA.
NOMOR T 23 TAHUN 1997
TANGGAL : 1 MEI 1997

KETENTUAN FENGATIUHAN PENERIMAAM DAN PENGGUNAAN
UANG PARTISIFAST PEMBERTAN 171k DENGAN KETENTUAN KHUSUS

Uang partisipasi karena pamberian  izin dengan ketentuan
khusus vyang iumiahnya telak disetu ijut oTeh Walikotamadya
Kepala Daerah diterima dan dicatat di BRendaharawan Khusus

Penerima pada Dinas chﬁapataﬂ Daerah melalui Pos U.K.P.
{Urusan Kas dar Perhi tungan}
Penggunaan atau pengeluaran uang partisipasi ditetapkan oleh
Walikotamadya Kepala Daerah

Untuk biaya pengawasan ditetapkan sebesar 12,5 % (dua belas
koma 1ima prosen) dari iumiah uang pavagwpas1 yang telah
diterima dengan rincian sebagai berikut

% (tiga koma 1ima prosen).
% (enam koma nol prosen).
% (satu koma lima prosen).

- biaya pengawasan

- biaya penertiban

- biaya rapat dan
lain-lain

- biaya sekretariat @ 1.5 % (satu koma 1ima prosen).

-

- W
OO

Pembagian biaya pengawasan ditetapkan oleh Walikotamadyva
Kepala Daerah.

WALTKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT I1 SURABAYA

tid.
H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekﬁetarwq Kotamadya Daeranhn
2 KigkﬁlngkaL 11 Surabaya

Kena&gwﬁagvan Hukum

ARUQ, SH
Q®ehata Tk.1
0. 510 029 293



